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LAMPIRAN
SKEMA BAB IV

Hubungan hukum
antara bank penerbit
UU No. 10 dan nasabah dalam PBI No.
Tahun 1998 pembayaran tagihan 14/2/PBI1/2012
tentang kartu kredit tentang

Syarat dan

Perbankan Penyelenggaraan Ketentuan

Kegiatan APMK dalam
Hubungan hukum antara

bank penerbit dan
PP No. 9 Tahun
ERELEL

2009 tentang kartu kredit

BCA
Lembaga Menurut UU 8 Tahun

1999 tentang
Kepmenkeu No. Perlinkos

448/KMK/017/2000
tentang Perusahaan
Pembiayaan Hak dan kewajiban

perjanjian
penerbitan

Pembiayaan

T PBI 14/2/PBI/2012 tentang APMK

penerbit dan nasabah kartu kredit adalah APMK yang dapat
berdasarkan perjanjian digunakan untuk melakukan pembayaran
(hubungan kontraktual) atas kewajiban yang timbul dari suatu
kegiatan ekonomi, termasuk transaksi
pembelanjaan dan/atau untuk melakukan
penarikan tunai, dimana kewajiban
Perjanjian penerbitan Perjanjian penggunaan pembayaran pemegang kartu dipenuhi
kartu kredit kartu kredit terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit,
dan pemegang kartu berkewajiban untuk
melakukan pembayaran pada waktu yang

disepakati baik dengan pelunasan secara

Berbentuk perjanjian
baku

sekaligus (charge card) ataupun dengan
pembayaran secara angsuran.
Perjanjian baku tidak boleh
memuat larangan klausula Pembayaran Tagihan
baku dalam Pasal 18 UUPK Kartu Kredit

dan Pasal 29 POJK
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Tanggung Jawab Bank atas
Kerugian Nasabah Akibat
Pendebetan Rek. Simpanan
Nasabah Kartu Kredit
dalam Putusan 412
PK/Pdt/2018

Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum

(1365 KUHPer)

Perbuatan itu harus melawan hukum
bertentangan dengan uu
bertentangan dgn kewajiban hukum
pelaku
bertentangan dengan hak subjektif
orang lain
bertentangan dgn kesusilaan dan kehati-
hatian
Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
Perbuatan dilakukan dengan kesalahan
Antara perbuatan dan kerugian yang timbul
ada hubungan kausal

Tanggung Jawab bank
akibat kerugian nasabah

Menurut KUHPer Menurut POJK Menurut UU
1/POJK.07/2013 Perlinkos (8/99)
tentang Perlinkos

sektor keuangan

Tanggung Jawab atas
Kerugian Nasabah akibat
pendebetan rek simpanan
nasabah kartu kredit
dalam Putusan412

DIy /N 1. /2010
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